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Abstract. This research-based paper discusses the fulfilment of two of the ecosoc rights of
the vietims aof Lapindo Mud. Both the right of education and of health of those victimised are
not fulfilled. This is shown when the four elements of indicator are considered. The four
elements are; availability, achievablity, acceptability, and appropreatibility.
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Pendahuluan

Penelitian ini dilakukan oleh Pusat
Studi Hak Asasi Manusia Universitas
Surabaya (Pusham Ubaya) pada bulan
Juli 2007. Dalam penelitian ini Pusham
Ubaya membatasi responden hanya
pada warga korban lumpur PT Lapindo
yvang tinggal di tempat penampungan
sementara, yaitu Pasar Baru Porong dan
desa Jatirejo. Pemenuhan hak atas
pendidikan dan hak atas kesehatan
menjadi fokus yang dianalisis dalam
penelitian ini. Metode analisis yang
digunakan untuk mengukur pemenuhan
hak atas pendidikan dan hak atas
kesehatan didasarkan pada komentar
umum nomor 11 untuk hak atas
pendidikan dan komentar nmum nomor
14 untuk hak atas kesehatan. Komentar
umum yang dikeluarkan oleh Sekretaris
Jenderal PBB ini menetapkan standar
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pemenuhan hak atas pendidikan melalui
empat elemen kunci, yaitu ketersediaan,
keterjangkauan, keberterimaan, dan
kebersesuaian. Sedangkan untuk hak atas
kesehatan, standar pemenuhannya juga
terdiri atas empat elemen kunci, vaitu
ketersediaan,keterjangkauan,
keberterimaan dan kualitas. Mengingat
bahwa responden dalam penelitian ini
termasnk dalam kategori pengungsi
internal, maka ukuran pemenuhan yang
harus dilakukan coleh negara adalah
dalam ukuran yang paling minimal sesuai
dengan Prinsip-prinsip Panduan bagi
Pengungsi Internal yang dikeluarkan
UNHCR.
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